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Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa 
merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, 
akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Salah satu 
implementasinya adalah penerapan Sistem Informasi BUMDes 
dan Manajemen Desa (SIBERAS) di Desa Damai, Kecamatan 
Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis kesiapan aparatur dalam implementasi 
SIBERAS. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, 
dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi 
data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kesiapan aparatur dalam implementasi 
SIBERAS dari aspek kompetensi digital, psikologis, dan struktural 
tergolong cukup baik. Namun, implementasi sistem masih 
menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi teknologi 
informasi, pelatihan yang belum optimal, serta keterbatasan 
infrastruktur dan jaringan internet. Berdasarkan temuan tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa implementasi SIBERAS telah didukung 
oleh kesiapan aparatur yang cukup baik, namun masih 
memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan 
infrastruktur digital, dan dukungan organisasi agar transformasi 
digital tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara 
optimal. 
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Digital transformation in village governance is an effort to improve 
the effectiveness, transparency, accountability, and quality of public 
services. One implementation is the implementation of the Village-
Owned Enterprises Information System and Village Management 
(SIBERAS) in Damai Village, Watang Sidenreng District, 
Sidenreng Rappang Regency. This study aims to analyze the 
readiness of the apparatus in implementing SIBERAS. The study 
used a qualitative approach with a descriptive type. Data were 
collected through interviews, observations, and documentation, then 
analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and 
drawing conclusions. The results of the study indicate that the 
readiness of the apparatus in implementing SIBERAS in terms of 
digital, psychological, and structural competencies is quite good. 
However, the implementation of the system still faces obstacles in the 
form of limited information technology competencies, suboptimal 
training, and limited infrastructure and internet networks. Based on 
these findings, it can be concluded that the implementation of 
SIBERAS has been supported by fairly good apparatus readiness, but 
still requires increasing apparatus capacity, strengthening digital 
infrastructure, and organizational support so that the digital 
transformation of village governance can run optimally.   

Copyright © 2026 UJCS. All rights reserved. 

 
 
PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan 
kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. 
Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui 
digitalisasi administrasi, pengelolaan data, serta pelayanan publik. Di Indonesia, 
upaya tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong setiap instansi 
pemerintah, termasuk pemerintah desa, untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
teknologi digital. Menurut (Mergel et al., 2019) transformasi digital merupakan 
proses perubahan organisasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk 
meningkatkan proses kerja, tata kelola, dan kualitas pelayanan publik. 

Transformasi digital di tingkat desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan 
teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan aparatur dan organisasi sebagai 
pelaksana kebijakan. Lubis et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi digital 
government membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola 
yang adaptif, serta dukungan teknologi agar penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif. Sejalan dengan itu, Ikbal et al. (2025) 
menegaskan bahwa pengembangan desa digital di negara berkembang memerlukan 
peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kelembagaan, dukungan kebijakan, dan 
infrastruktur digital agar transformasi digital dapat berlangsung secara 
berkelanjutan. 
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Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi desa mampu 
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Budiantoro et al. (2023) 
menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa (SI Desa) yang terintegrasi dapat 
meningkatkan efektivitas pengelolaan data, transparansi, dan kualitas pelayanan 
pemerintahan desa. Hasil tersebut diperkuat oleh yang menunjukkan bahwa 
implementasi Sistem Informasi Desa (SID) mendukung terwujudnya good 
governance melalui peningkatan pelayanan administrasi dan transparansi informasi 
desa. 

Penelitian lainnya juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital 
dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan aparatur. (Wardhani & Mawansyah, 2025) 
serta (Adila et al., 2024) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur, dukungan 
organisasi, pelatihan, dan ketersediaan infrastruktur digital merupakan faktor 
penting dalam implementasi sistem informasi pemerintahan desa. Temuan tersebut 
diperkuat (Rais et al., 2024) yang menunjukkan bahwa implementasi Sistem 
Informasi BUMDes dan Manajemen Desa (SIBERAS) mampu meningkatkan 
efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa apabila didukung oleh 
kesiapan aparatur. Hasil penelitian (Wahyiah, 2025) juga menunjukkan bahwa 
digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi SIBERAS mampu meningkatkan 
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan desa, meskipun implementasinya 
masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat, belum 
adanya kebijakan formal yang mewajibkan penggunaan aplikasi, serta keterbatasan 
infrastruktur teknologi 

Salah satu bentuk implementasi transformasi digital pada pemerintahan desa adalah 
penerapan Sistem Informasi BUMDes dan Manajemen Desa (SIBERAS). SIBERAS 
merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung 
pengelolaan administrasi desa, data kependudukan, aset desa, Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes), serta pelayanan publik secara terintegrasi guna meningkatkan 
efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Di Desa Damai, 
Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, SIBERAS mulai 
diterapkan sebagai upaya mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, 
seperti keterbatasan kompetensi digital aparatur, belum optimalnya pemanfaatan 
sistem, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta belum tersedianya ID resmi 
sistem sehingga implementasi SIBERAS belum dapat berjalan secara optimal. 
Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Sihotang (2023) yang menyatakan bahwa 
keberhasilan implementasi sistem informasi desa dipengaruhi oleh kesiapan 
pemangku kepentingan, dukungan organisasi, serta kolaborasi antaraktor dalam 
proses adopsi teknologi. 

Keberhasilan implementasi SIBERAS juga dapat dijelaskan melalui perspektif 
implementasi kebijakan dan kesiapan organisasi. (Edward III, 1980) menyatakan 
bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, 
disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, (Weiner, 2009) menjelaskan bahwa 
keberhasilan perubahan organisasi ditentukan oleh komitmen terhadap perubahan 
dan keyakinan organisasi terhadap kemampuan melaksanakan perubahan. 
Pandangan tersebut diperkuat oleh (Diana et al., 2025) yang menegaskan bahwa 
keberhasilan transformasi digital pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh 
kesiapan organisasi, kapasitas aparatur, dan dukungan kebijakan. 
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Meskipun berbagai penelitian telah membahas transformasi digital, sistem informasi 
desa, maupun implementasi SIBERAS, sebagian besar masih berfokus pada 
efektivitas sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian yang secara 
khusus mengkaji kesiapan aparatur sebagai faktor penentu implementasi SIBERAS 
pada tingkat pemerintahan desa masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Desa 
Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan aparatur berdasarkan aspek 
kompetensi digital, kesiapan psikologis, dan kesiapan struktural, serta 
mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi SIBERAS 
sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan desa.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir  

Sumber: (Weiner, 2009); (Heeks, 2006); (Mustanir et al., 2024) 

Kerangka pikir penelitian ini disusun dengan mengintegrasikan teori implementasi 
kebijakan dari Edward III (1980) dan teori Organizational Readiness for Change dari 
(Weiner, 2009). Edward III digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang 
memengaruhi implementasi SIBERAS, sedangkan Weiner digunakan untuk 
menganalisis kesiapan aparatur melalui tiga dimensi utama, yaitu kesiapan 
kompetensi digital, kesiapan psikologis, dan kesiapan struktural. Selain itu, 
penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat 
implementasi SIBERAS sebagai dasar dalam menjelaskan keberhasilan transformasi 
digital tata kelola pemerintahan desa di Desa Damai. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 
untuk menganalisis kesiapan aparatur dalam implementasi Sistem Informasi 
BUMDes dan Manajemen Desa (SIBERAS) sebagai bagian dari transformasi digital 
tata kelola pemerintahan desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Damai, Kecamatan 
Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 
Januari–Maret 2026.Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive 
sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap implementasi 
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SIBERAS. Informan berjumlah empat orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Operator SIBERAS, dan Kepala Seksi Pelayanan. 

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan SIBERAS, wawancara 
digunakan untuk menggali informasi mengenai kesiapan kompetensi digital, 
kesiapan psikologis, kesiapan struktural, serta faktor pendukung dan penghambat 
implementasi sistem, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan sebagai data 
pendukung penelitian. Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan 
Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan 
verifikasi kesimpulan. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan perangkat 
lunak NVivo 12 melalui proses coding, matrix coding query, dan visualisasi data 
untuk mengidentifikasi tema-tema penelitian. Keabsahan data diuji melalui 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna meningkatkan kredibilitas temuan 
penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Implementasi Sistem Informasi BUMDes dan Manajemen Desa 
(SIBERAS) di Desa Damai 

Desa Damai merupakan salah satu desa di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten 
Sidenreng Rappang, yang mulai menerapkan Sistem Informasi BUMDes dan 
Manajemen Desa (SIBERAS) sebagai bagian dari upaya transformasi digital tata 
kelola pemerintahan desa. Penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan efektivitas 
administrasi, memperbaiki pengelolaan data desa, serta mewujudkan pelayanan 
publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, 
implementasi SIBERAS masih berada pada tahap awal sehingga pemanfaatannya 
belum sepenuhnya terintegrasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
desa. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, SIBERAS telah dimanfaatkan pada 
beberapa aktivitas administrasi, seperti pengelolaan data kependudukan dan 
pelayanan administrasi desa. Namun, implementasinya belum berjalan secara 
optimal karena masih dipengaruhi oleh kesiapan aparatur dalam mengoperasikan 
sistem. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia yang 
belum merata, serta penguatan kelembagaan yang masih berlangsung turut 
memengaruhi efektivitas penerapan SIBERAS. 

Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi SIBERAS, data hasil 
wawancara dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 melalui proses 
coding dan matrix coding query. Hasil analisis mengidentifikasi lima tema utama, 
yaitu kesiapan kompetensi digital aparatur, kesiapan psikologis aparatur, kesiapan 
struktural aparatur, faktor pendukung implementasi, dan faktor penghambat 
implementasi SIBERAS. Kelima tema tersebut menjadi dasar dalam menganalisis 
tingkat kesiapan aparatur Desa Damai dalam mendukung transformasi digital tata 
kelola pemerintahan desa. 
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Kesiapan Kompetensi Digital Aparatur 

 

Gambar 2. Visualisasi Matrix Coding Kesiapan Kompetensi Digital Aparatur 

Hasil analisis Matrix Coding Query menggunakan NVivo 12 menunjukkan bahwa 
kesiapan kompetensi digital aparatur dalam implementasi Sistem Informasi BUMDes 
dan Manajemen Desa (SIBERAS) mencakup empat tema utama, yaitu kemampuan 
mengoperasikan SIBERAS, pelatihan dan pendampingan, pemahaman sistem, serta 
kendala teknis. Di antara keempat tema tersebut, kemampuan mengoperasikan 
SIBERAS serta pelatihan dan pendampingan menjadi tema yang paling dominan. 
Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan kompetensi digital aparatur dipengaruhi 
oleh kemampuan individu sekaligus proses pembelajaran yang berkelanjutan. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur telah mampu 
mengoperasikan fitur dasar SIBERAS untuk mendukung pelayanan administrasi 
desa. Namun, beberapa aparatur masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan 
fitur tertentu sehingga masih memerlukan pendampingan. Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa kompetensi digital aparatur telah berkembang, meskipun 
belum sepenuhnya optimal. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIBERAS tidak 
hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kemampuan aparatur 
dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Temuan ini sejalan dengan (Pertiwi & 
Susanti, 2024) yang menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik di 
tingkat desa dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan 
infrastruktur digital, serta dukungan organisasi dalam proses implementasi. 
Selanjutnya (Mayasari et al., 2023) yang menyatakan bahwa kesiapan pemerintah 
desa dalam mengadopsi e-government dipengaruhi oleh aspek organisasi, sumber 
daya manusia, teknologi, dan lingkungan. Selain itu, teori Organizational Readiness 
for Change dari (Weiner, 2009) menjelaskan bahwa keberhasilan perubahan 
organisasi ditentukan oleh komitmen terhadap perubahan dan keyakinan organisasi 
terhadap kemampuannya melaksanakan perubahan  

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian (Ikbal et al., 2025) yang menegaskan 
bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor penting 
dalam mendukung transformasi digital pemerintahan desa. Persamaan penelitian ini 
terletak pada pentingnya kompetensi aparatur sebagai faktor penentu keberhasilan 
transformasi digital. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan 
pendampingan merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan 
kompetensi digital aparatur pada implementasi SIBERAS di Desa Damai. Dengan 
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demikian, peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan yang berkelanjutan 
menjadi prasyarat penting untuk mendukung implementasi SIBERAS secara optimal. 
SIBERAS dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, 
transparan, dan akuntabel 

 

Kesiapan Psikologis Aparatur 

 

Gambar 3. Visualisasi Matrix Coding Kesiapan Psikologis Aparatur Menggunakan 
NVivo 12 

Hasil analisis Matrix Coding Query menggunakan NVivo 12 menunjukkan bahwa 
kesiapan psikologis aparatur dalam implementasi Sistem Informasi BUMDes dan 
Manajemen Desa (SIBERAS) terdiri atas tiga tema utama, yaitu sikap positif terhadap 
digitalisasi, adaptasi terhadap perubahan, dan motivasi aparatur. Tema sikap positif 
terhadap digitalisasi merupakan tema yang paling dominan, diikuti oleh adaptasi 
terhadap perubahan dan motivasi aparatur. Temuan ini menunjukkan bahwa 
penerimaan aparatur terhadap transformasi digital menjadi aspek utama yang 
mendukung implementasi SIBERAS di Desa Damai. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur memandang implementasi SIBERAS 
sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Aparatur juga menunjukkan 
kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja berbasis digital, 
meskipun motivasi dan kesiapan dalam mengikuti perkembangan teknologi masih 
perlu diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Temuan 
tersebut mengindikasikan bahwa kesiapan psikologis aparatur tidak hanya tercermin 
dari penerimaan terhadap perubahan, tetapi juga dari kemauan untuk terus 
menyesuaikan diri dengan sistem kerja berbasis digital. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Organizational Readiness for Change 
yang dikemukakan oleh (Weiner, 2009), yang menyatakan bahwa keberhasilan 
implementasi perubahan dipengaruhi oleh change commitment, yaitu komitmen 
anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakan perubahan. Sikap positif, 
kemampuan beradaptasi, dan motivasi aparatur yang ditemukan dalam penelitian 
ini menunjukkan adanya komitmen yang mendukung implementasi SIBERAS 
sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahan desa. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Kettunen & Kallio, 2020) yang menyatakan 
bahwa penerimaan aparatur terhadap perubahan merupakan faktor penting dalam 
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keberhasilan transformasi digital sektor publik. Selain itu, temuan ini memperkuat 
penelitian (Wardhani & Mawansyah, 2025) yang menegaskan bahwa kesiapan 
aparatur dalam beradaptasi merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan 
transformasi digital di tingkat desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis kesiapan 
psikologis aparatur dalam implementasi SIBERAS pada Pemerintah Desa Damai. 
Dengan demikian, kesiapan psikologis aparatur menjadi salah satu faktor kunci yang 
mendukung keberhasilan implementasi SIBERAS dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap transformasi 
digital. 

Kesiapan Struktural Aparatur 

 

Gambar 4. Visualisasi Matrix Coding Kesiapan Struktural Aparatur Menggunakan 
NVivo 12 

Hasil analisis Matrix Coding Query menggunakan NVivo 12 menunjukkan bahwa 
kesiapan struktural aparatur dalam implementasi Sistem Informasi BUMDes dan 
Manajemen Desa (SIBERAS) terdiri atas lima tema utama, yaitu infrastruktur digital, 
dukungan anggaran, dukungan pimpinan, jaringan internet, dan SOP penggunaan 
SIBERAS. Infrastruktur digital merupakan tema yang paling dominan, sedangkan 
dukungan anggaran, dukungan pimpinan, jaringan internet, dan SOP penggunaan 
SIBERAS berperan sebagai faktor pendukung. Temuan ini sejalan dengan (Herdiana 
et al., 2022) yang menyatakan bahwa penerapan e-government di tingkat desa mampu 
menciptakan nilai publik melalui peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan 
hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh penggunaan 
teknologi, tetapi juga oleh tata kelola pemerintahan yang mampu menghasilkan 
manfaat bagi masyarakat. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi SIBERAS didukung oleh 
tersedianya perangkat dan infrastruktur digital yang memadai untuk menunjang 
administrasi pemerintahan desa. Selain itu, dukungan pimpinan, alokasi anggaran, 
ketersediaan jaringan internet, serta SOP penggunaan SIBERAS turut mendukung 
keberlangsungan implementasi sistem. Meskipun demikian, beberapa kendala 
seperti kualitas jaringan internet yang belum stabil dan optimalisasi pemanfaatan 
sarana pendukung masih menjadi tantangan dalam penerapan SIBERAS. Temuan 
tersebut mengindikasikan bahwa kesiapan struktural tidak hanya ditentukan oleh 
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ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh dukungan organisasi yang mampu menjamin 
keberlanjutan implementasi sistem.  

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Organizational Readiness for Change 
yang dikemukakan oleh (Weiner, 2009) yang menjelaskan bahwa kesiapan organisasi 
dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan 
perubahan secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, dominannya tema 
infrastruktur digital menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIBERAS 
memerlukan dukungan sarana, kebijakan, dan tata kelola organisasi yang saling 
terintegrasi sehingga proses transformasi digital dapat berjalan secara optimal. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Heeks, 2006) yang menyatakan bahwa 
keberhasilan transformasi digital sektor publik memerlukan dukungan infrastruktur, 
tata kelola, dan kapasitas organisasi yang memadai. Temuan ini turut memperkuat 
kerangka Digital Government Maturity Framework (OECD, 2020)  yang menekankan 
pentingnya dukungan kelembagaan, infrastruktur digital, dan tata kelola dalam 
mewujudkan pemerintahan digital yang efektif. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis 
kesiapan struktural aparatur dalam implementasi SIBERAS pada Pemerintah Desa 
Damai. Dengan demikian, kesiapan struktural menjadi faktor strategis yang 
menentukan keberhasilan implementasi SIBERAS dalam mendukung tata kelola 
pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. 

 

Faktor Penghambat Implementasi SIBERAS  

 

Gambar 5. Visualisasi Matrix Coding Faktor Penghambat Menggunakan NVivo 12 

Hasil analisis Matrix Coding Query menggunakan NVivo 12 menunjukkan bahwa 
faktor penghambat implementasi Sistem Informasi BUMDes dan Manajemen Desa 
(SIBERAS) terdiri atas empat tema utama, yaitu belum memiliki ID resmi, 
keterbatasan sumber daya manusia digital, jaringan internet yang tidak stabil, dan 
biaya tahunan sistem. Tema belum memiliki ID resmi merupakan faktor yang paling 
dominan, sedangkan keterbatasan sumber daya manusia digital, jaringan internet 
yang tidak stabil, dan biaya tahunan sistem menjadi faktor Penghambat lainnya. 
Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi SIBERAS tidak hanya 
dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan administratif, 
kapasitas aparatur, dan dukungan sumber daya organisasi. 
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum tersedianya ID resmi menjadi kendala 
utama karena membatasi akses dan pemanfaatan SIBERAS secara optimal. Selain itu, 
keterbatasan kompetensi digital aparatur, kualitas jaringan internet yang belum 
stabil, serta kebutuhan pembiayaan operasional sistem turut memengaruhi 
efektivitas implementasi SIBERAS. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa 
keberhasilan implementasi sistem informasi desa tidak hanya bergantung pada 
kesiapan aparatur, tetapi juga pada terpenuhinya aspek administratif, sumber daya 
manusia, infrastruktur, dan dukungan organisasi yang memadai. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Organizational Readiness for Change yang 
dikemukakan oleh (Weiner, 2009), yang menjelaskan bahwa keberhasilan 
implementasi perubahan dipengaruhi oleh komitmen anggota organisasi untuk 
mendukung perubahan (change commitment) serta keyakinan kolektif bahwa 
organisasi mampu melaksanakan perubahan secara efektif (change efficacy). Dalam 
konteks penelitian ini, belum tersedianya ID resmi, keterbatasan kompetensi digital, 
dan keterbatasan infrastruktur menunjukkan bahwa kesiapan organisasi belum 
sepenuhnya terpenuhi sehingga implementasi SIBERAS masih menghadapi berbagai 
hambatan. 

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Heeks, (2022) yang 
menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kapasitas 
organisasi merupakan tantangan utama dalam transformasi digital sektor publik. 
Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan (Mustanir et al., 2024) yang menegaskan 
bahwa implementasi SIBERAS memerlukan kesiapan kelembagaan, sumber daya 
manusia, dan fasilitas pendukung agar sistem dapat diimplementasikan secara 
optimal. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas transformasi digital 
dan implementasi SIBERAS secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa belum 
tersedianya ID resmi merupakan hambatan yang paling dominan dalam 
implementasi SIBERAS di Desa Damai. Dengan demikian, hambatan administratif, 
kapasitas aparatur, dan dukungan infrastruktur merupakan faktor yang saling 
berkaitan dalam menentukan keberhasilan implementasi SIBERAS sebagai bagian 
dari transformasi digital tata kelola pemerintahan des 

Faktor Pendukung Implementasi SIBERAS 

 

Gambar 6. Visualisasi Matrix Coding Faktor Pendukung Menggunakan NVivo 12 

Hasil analisis Matrix Coding Query menggunakan NVivo 12 menunjukkan bahwa 

faktor pendukung implementasi Sistem Informasi BUMDes dan Manajemen Desa 
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(SIBERAS) terdiri atas tiga tema utama, yaitu pelatihan aparatur, dukungan 
pemerintah desa, dan kemauan belajar aparatur. Pelatihan aparatur merupakan tema 
yang paling dominan, sedangkan dukungan pemerintah desa dan kemauan belajar 
aparatur menjadi faktor pendukung yang memperkuat implementasi SIBERAS. 
Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan 
merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan implementasi SIBERAS. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada aparatur 
desa meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan SIBERAS serta memahami 
fitur-fitur yang tersedia. Selain itu, dukungan pemerintah desa dalam memfasilitasi 
implementasi sistem dan kemauan aparatur untuk terus mempelajari teknologi 
digital turut memperkuat penerapan SIBERAS. Temuan tersebut mengindikasikan 
bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi desa tidak hanya bergantung 
pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada dukungan organisasi dan komitmen 
aparatur untuk terus meningkatkan kompetensinya. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Organizational Readiness for Change yang 
dikemukakan oleh (Weiner, 2009), yang menjelaskan bahwa keberhasilan 
implementasi perubahan dipengaruhi oleh komitmen anggota organisasi untuk 
mendukung perubahan (change commitment) serta keyakinan kolektif organisasi 
terhadap kemampuannya dalam melaksanakan perubahan (change efficacy). Dalam 
konteks penelitian ini, pelatihan aparatur, dukungan pemerintah desa, dan kemauan 
belajar aparatur mencerminkan adanya kesiapan organisasi yang mendukung 
implementasi SIBERAS sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola 
pemerintahan desa. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Mergel et al., 2019) yang menyatakan bahwa 
pengembangan kompetensi aparatur melalui pembelajaran berkelanjutan merupakan 
faktor penting dalam mendukung transformasi digital sektor publik. Temuan ini 
turut diperkuat oleh (Azis et al., 2025) yang menegaskan bahwa pelatihan dan 
pendampingan berperan dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam 
mengimplementasikan sistem informasi berbasis digital. Berbeda dengan penelitian 
terdahulu yang lebih menekankan pengembangan kapasitas aparatur secara umum, 
penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIBERAS di Desa 
Damai dipengaruhi oleh sinergi antara pelatihan aparatur, dukungan pemerintah 
desa, dan kemauan aparatur untuk terus belajar. Dengan demikian, pengembangan 
kapasitas aparatur yang didukung oleh komitmen organisasi menjadi faktor penting 
dalam mendukung implementasi SIBERAS sebagai bagian dari transformasi digital 
tata kelola pemerintahan desa. 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan aparatur dalam implementasi Sistem 
Informasi BUMDes dan Manajemen Desa (SIBERAS) di Desa Damai secara umum 
berada pada kategori cukup baik. Kondisi tersebut tercermin dari kesiapan 
kompetensi digital, kesiapan psikologis, dan kesiapan struktural yang mendukung 
pelaksanaan transformasi digital tata kelola pemerintahan desa. Aparatur telah 
memiliki kemampuan dalam mengoperasikan fitur dasar SIBERAS, menunjukkan 
penerimaan yang positif terhadap penerapan teknologi digital, serta memperoleh 
dukungan organisasi dan infrastruktur dalam proses implementasi sistem. 
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Di sisi lain, implementasi SIBERAS masih dihadapkan pada beberapa kendala, yaitu 
belum tersedianya ID resmi sistem, keterbatasan kompetensi digital aparatur, kondisi 
jaringan internet yang belum stabil, serta kebutuhan pembiayaan operasional. 
Adapun faktor yang mendukung implementasi meliputi pelatihan bagi aparatur, 
dukungan pemerintah desa, dan komitmen aparatur untuk terus meningkatkan 
kemampuan dalam penggunaan teknologi digital. 

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SIBERAS tidak hanya 
ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan 
aparatur dan dukungan organisasi dalam mengelola proses perubahan. Oleh karena 
itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur, 
penguatan infrastruktur digital, serta dukungan kelembagaan agar implementasi 
SIBERAS dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan dalam mewujudkan tata 
kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. 
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